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SALINAN   P U T U S A N

Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

yang memeriksa dan mengadili  perkara tertentu pada tingkat pertama

dalam persidangan  Majelis  Hakim telah  menjatuhkan  putusan  perkara  cerai

gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Sukabumi, 19 Mei 1995 (umur 29 tahun),

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Karyawan

Swasta,  tempat  kediaman  di  xxxx,  Kota  Sukabumi,

sebagai Penggugat;

Lawan,

Tergugat, tempat tanggal lahir Sukabumi, 01 Juli 1991 (umur 33 tahun),

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian

Lepas, tempat kediaman di xxxx, Kota Sukabumi, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 telah

mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Sukabumi dengan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Smi, tanggal 11 Juli 2024,

serta  dalam  persidangan,  pada  pokoknya  dalil-dalil  gugatan  tersebut  telah

diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan

pernikahan  pada  hari  Kamis,  tanggal  19  November  2015,  dihadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan Baros,  Kota

Sukabumi,  sesuai  dengan  kutipan  akta  nikah  nomor:  210/10/XI/2015,

tanggal 19 November 2015;  
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat

tinggal dan berumah tangga di kediaman rumah orang tua Penggugat yang

beralamat di xxxx, Kota Sukabumi;  

3. Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  bergaul

sebagaimana layaknya suami  isteri  dan sudah dikaruniai  1  (satu)  orang

anak dan pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, yaitu;  

a. Anak  , NIK. xxxxx, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 10

Mei 2016, pendidikan SD;  

4. Bahwa  Pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam  keadaan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Januari  2016

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu

antara  penggugat  dengan  tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan antara lain: 

a. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dikarenakan mengalami

kecelakaan, akibat hal tersebut nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat

tidak  mencukupi  sehingga  orang  tua  Penggugatlah  yang  membantu

memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  dan  kebutuhan  anak  Penggugat

dan Tergugat;  

b. Bahwa pada saat Penggugat sedang hamil tua, Tergugat jarang

pulang  dan  lebih  memilih  bermain  bersama  rekan  kerjanya,  bahkan

hingga  Penggugat  melahirkanpun  Tergugat  masih  sering  berpergian

meninggalkan Penggugat;  

c. Bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) bulan,

Tergugat pergi dan tidak pernah kembali hingga saat ini;  

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Juli

2016,  orang  tua  Penggugat  mendatangi  Tergugat  dan  pada  saat  itu

Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis kepada Penggugat dihadapan

orang tua Penggugat dan Tergugat. Semenjak saat itu antara Tergugat dan

Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan

kewajibannya  layaknya  suami  istri  sampai  saat  ini  selama  8  (delapan)

tahun;  

6. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga yang telah berusaha

mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;  
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7. Bahwa  sudah  jelas  hubungan  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari

Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);  

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sebagaimana  tersebut  di  atas  Penggugat  merasa  tidak  mampu  lagi

membina  dan  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat.

Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin

lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;  

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  maka  Penggugat  mohon  agar

Ketua  Pengadilan  Agama  Sukabumi  cq.  Majelis  Hakim  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Biaya perkara menurut hukum;  

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  menurut  relaas yang  dibacakan  di  dalam

sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata

bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis  Hakim telah  mengupayakan damai  dengan menasihati

Penggugat  agar  berpikir  ulang  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi

Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil  permohonannya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atas  nama  Penggugat  NIK

xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota  Sukabumi,  pada  tanggal  28  Mei  2019.  Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf

dan tanggal oleh Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  xxxx/10/XI/2015  yang

dikeluarkan  dari  KUA  Kecamatan  Baros  Kota  Sukabumi,  tanggal  19

November 2015. Bukti  surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya  yang ternyata  sesuai  dan telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. xxxx,  umur  53  tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,  pekerjaan

Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxx Kota Sukabumi, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah

ayah kandung Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di  xxxx, Kota Sukabumi; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu)  orang  anak  yang  bernama  Anak  ,  anak  tersebut  diasuh

Penggugat;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  hanya  rukun  1

(satu) tahun saja setelah itu sudah tidak harmonis lagi; 

- Bahwa  saksi  tidak  tahu  penyebab  perselisihan  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi sejak tahun 2016

Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,  dan  tidak  pernah  kembali

kepada Penggugat; 
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- Bahwa  setelah  pisah  tempat  tinggal,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  ada  lagi  komunikasi  satu  sama lain  atau  menjalankan

kewajiban sebagai suami istri; 

- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu

upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  xxxx  Kota  Sukabumi,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi

ibu kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama  di  kediaman  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Tanjung,

Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

yang bernama Anak , saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat   sejak

Januari 2016 sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa  yang  menjadi  penyebab  ketidak  rukunan  dalam

rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat  jarang  pulang,  Tergugat  tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa  setahu  saksi  pada  saat  anak  Penggugat  dan

Tergugat  berusia 1 (satu)  bulan,  atau kurang lebih pada pertengahan

tahun 2016 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan

Tergugat  tidak  ada  lagi  komunikasi  satu  sama lain  atau  menjalankan

kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa  sudah  ada  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi,  Penggugat menyatakan tidak

keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-

saksi;

Halaman 5 dari Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Smi. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Penggugat; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR  juncto  Pasal 26 ayat (1) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  akan  tetapi  Tergugat  tidak  datang

menghadap  dan  harus  dinyatakan  tidak  hadir,  oleh  karenanya  berdasarkan

ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan

tidak  melawan  hak,  maka  gugatan  Penggugat  dapat  diperiksa  serta  dapat

dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  dan

menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan

Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun  2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  dalam  perkara  aquo,  maka Majelis  Hakim  tidak  dapat

memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud

pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  yang  merupakan  akta  autentik  yang

dikeluarkan  oleh  pejabat  umum,  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig
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en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima

sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam perkara  ini,  dan  harus  pula  dinyatakan

bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang,  bahwa  atas  pertimbangan  tersebut,  maka  berdasarkan

Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

junctis Pasal  1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan

memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik

yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  umum,  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

(volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat

diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  perkara  ini,  dan  harus  pula

dinyatakan  bahwa  daripadanya  telah  membuktikan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya,

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mendalilkan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan:  Tergugat  jarang pulang dan pada saat anak

Penggugat  dan  Tergugat  berusia  1  (satu)  bulan,  Tergugat  pergi  dan  tidak

pernah kembali hingga saat ini;

Menimbang,  bahwa dari  rangkaian  posita  gugatan Penggugat, Majelis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada  ketentuan Pasal 19

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama

2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya dan alasan tersebut secara formal

gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  Penggugat  tersebut di atas,

maka yang  menjadi  permasalahan  dalam perkara  ini  karena  Tergugat  pergi
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meninggalkan  Penggugat  sejak  pertengahan  tahun  2016  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berjalan 8 (delapan) tahun dan

selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan menjalankan kewajibannya

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta

dan kasih serta  sakinah mawaddah warohmah adalah tujuan utama sebuah

lembaga perkawinan,  seperti  nampak pada nilai-nilai  Islam yang terkandung

dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda

kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu

benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang  berfikir.”  Demikian  pula

dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau

menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  betapa  luhurnya  tujuan

sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan

terakhir  ketika  sebuah  ikatan perkawinan  itu  tidak  dapat  dipertahankan dan

Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila

cukup  alasan  bahwa antara  suami  istri  itu  tidak  akan  dapat  rukun  sebagai

suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  serta

sebagaimana  ketentuan  Pasal  163  HIR  juncto  KUHPer  1865,  maka  Majelis

Hakim akan menilai  sejauhmana alasan untuk  mengajukan perceraian yang

didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat

serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa alat  bukti  P.1  dan P.2   yang diajukan Penggugat

adalah  alat  bukti  autentik,  merupakan  conditio  sine  quanon dan  telah

dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan

lagi;
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Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah

memberikan  keterangan  dan  disumpah  untuk  menjadi  saksi,  serta  tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 ayat (1)

HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  junctis Pasal 134 Kompilasi

Hukum  Islam),  maka  secara  formil  saksi-saksi  tersebut  dapat  diterima  dan

harus didengar keterangannya;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  orang  saksi  berdasarkan

pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai

dengan  dalil-dalil  dan  alasan  pokok  gugatan  Penggugat,  dengan  demikian

saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga

keterangan saksi-saksi  a quo telah dapat diterima sebagai bukti  yang cukup

mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  berdasarkan  pengetahuan

yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  alat  bukti  saksi  telah  memenuhi

ketentuan  syarat  formil  dan  materil,  maka  nilai  kekuatan  pembuktian  yang

terkandung di dalamnya bersifat  bebas (vrij  bewijs kracht).  Dan berdasarkan

Pasal  171  ayat  (1)  dan  172  HIR,  Majelis  Hakim  menilai  alat  bukti  saksi

Penggugat  dapat  diterima sebagai  alat  bukti  yang sah,  dan nilai  kebenaran

yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat

tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  dipersidangan,  Majelis

Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;

2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  suami  isteri  yang

menikah pada tanggal 19 November 2015 di KUA Kecamatan Baros Kota

Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
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3. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Anak , anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa  sekurang-kurangnya  sejak  tahun  2016  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat  jarang  pulang  dan  jarang

memberikan nafkah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal

sejak pertengahan tahun 2026 dan selama itu pula keduanya tidak pernah

melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana

layaknya suami isteri;

7. Bahwa,  baik  Majelis  Hakim dalam persidangan,  maupun  pihak

keluarga  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  dan  Tergugat,  akan

tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  yuridiksi

Pengadilan Agama Sukabumi; 

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri

yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

4. Bahwa  sudah  ada  upaya  yang  maksimal  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

5. Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah

(broken  marriage)  sehingga  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar

tweespalt);

6. Bahwa  alasan  perceraian  Penggugat  tidak  disebabkan  suatu

perbuatan yang melawan hukum; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas,  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan Penggugat  sejak tahun 2016 hingga sekarang sudah berjalan

selama 8 (delapan) tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka

Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat.

Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan

perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah

pihak  ataupun  salah  satu  pihak  diantaranya.  Oleh  karena  itu,  menceraikan

Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai

dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: 

Artinya  :“Menghindari  mafsadat  lebih  diutamakan  untuk  menjaga

kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  telah  cukup  bukti  adanya  alasan  terjadinya  perceraian

sebagaimana  dimaksud  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu

pihak meninggalkan pihak lain selama 8 (delapan) tahun lebih secara berturut-

turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang,

sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi

kembali  ke  rumah  kediaman  bersama  dengan  tidak  pernah  datang  kepada

Penggugat.  (vide :  Pasal  21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan jo  Pasal  133 ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam). Oleh karenanya

gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak
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akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  gugatan  Penggugat  a  quo telah  beralasan  dan  tidak  melawan

hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu ba’in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal

119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang,  bahwa  dalam rangka  memberikan  perlindungan  hukum

dan keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)

kepada  anak  Penggugat  dan  Tergugat  menurut  hukum  harus  dilindungi

sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan

Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal  Badan

Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI  yang  tertuang  dalam  Keputusan

Direktur Jenderal  Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang

Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-

Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka Majelis Hakim memandang

perlu  menambahkan  amar  mengenai  nafkah  anak dengan  pertimbangan

sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran Mahkamah  Nomor  4

Tahun  2016  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksaanaan Tugas Bagi

Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 menjelaskan bahwa

“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada

ayahnya  apabila  secara  nyata  anak  tersebut  berada  dalam asuhan  ibunya,

sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam”, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat mewajibkan Tergugat selaku

ayah untuk memberikan biaya penghidupan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12)

dan Pasal  13  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan
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anak  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014,

ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi

Hukum Islam maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung

jawab  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang,  bahwa dalam kitab  al-Mughni,  yang diambil  alih  menjadi

pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ل        ,         الذّيِنَ الطَفَْالِ أوَلْدهِِ نفََقةََ المَْرْءِ علَىَ أنَّ علَىَ ِ أهَلِْالعْلِمْ منْ عنَهُْ نحَْفَظُ مَنْ كلُّ وأَجَْمَعَ

نفَْسِهِ  .     ,    ,        علَىَ ينُفِْقَ أنَْ يجَِبُعلَيَهِْ فكَمََا واَلدِهِِ بعَضُْ وهَوَُ بعَضُْهُ النِسَْانِ ولَدََ ولَنَّ لهَمُْ مَالَ

وأَصَْلهِ     بعَضِْهِ علَىَ كذَلَكَِ وأَهَلْهِِ

Artinya: “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib

menanggung  nafkah  anak-anaknya  yang  masih  kecil,  yang  tidak

memiliki  harta.  Karena  anak  seseorang  adalah  darah  dagingnya,  dia

bagian  dari orangtuanya.  Sebagaimana  dia  berkewajiban  memberi

nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi

nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171).

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  telah

dipertimbangkan  sebelumnya,  ditemukan  fakta  bahwa  anak  Penggugat  dan

Tergugat bernama Anak , umur 8 (delapan) tahun belumlah dewasa dan berada

dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, sehingga masih melekat kewajiban

bagi  Tergugat  sebagai  ayah  kandungnya  untuk  memberikan  nafkah  kepada

anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Penggugat  menyampaikan

bahwa Penggugat sewaktu masih rukun dengan Tergugat diberi nafkah setiap

bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  diatas  serta

dengan  melihat  kemampuan  Tergugat  berdasarkan  kebiasaan  Tergugat

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat,  Majelis  Hakim  menilai  patut

menghukum  Tergugat  untuk  membayar  nafkah  anak  yang  bernama  Anak

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut
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dewasa atau  berumur 21 tahun, dibayar melalui Penggugat sebagai orangtua

yang mengasuhnya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  Sebagai  Pedoman

Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  nafkah  anak  yang  ditetapkan  dalam

sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya,

Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar

nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang,  bahwa  untuk  menjaga  agar  nafkah  anak  tersebut  tidak

defisit  akibat  merosotnya  nilai  uang  karena  banyaknya  dan  cepatnya  uang

beredar  yang  mengakibatkan  naiknya  harga-harga  barang  (inflasi),  maka

Majelis  Hakim  memandang  perlu  untuk  menaikkan  nominal  nafkah  anak

tersebut dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Menghukum  kepada  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  untuk

anak yang bernama  Anak,  melalui  Penggugat  setiap bulannya sejumlah

Rp1.000.000,00(satu  juta  rupiah)  dengan kenaikan 10% setiap tahun,  di

luar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan,  sampai  anak  tersebut

dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun/dapat hidup mandiri; 
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5. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Sukabumi  pada hari  Senin  tanggal  29  Juli  2024  Masehi  bertepatan

dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  Apep  Andriana,  S.Sy.,M.H.,  dan  Sena  Siti  Arafiah,

S.Sy.,M.Si.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  ini  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Penggugat oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

yang sama dan dibantu oleh Nisa Ikhlasiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Apep Andriana, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.
Panitera Pengganti,

Nisa Ikhlasiyah, S.H.
Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 75.000,00
-  Panggilan : Rp 390.000,00
-  PNBP : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp      10.000,00  
J u m l a h : Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
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